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RINGKASAN 

 

Dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung yang telah dirubah dan ditambah Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung serta Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, disebutkan 

bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. 

Terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali yang hanya dibatasi satu kali 

dipertegas dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan peninjauan kembali 

tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. 

Dari penjelasan tersebut di atas secara jelas diatur upaya hukum peninjauan kembali 

hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya di lapangan terjadi pengajuan 

upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali. 

Dalam tataran implementasi ternyata upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan 

dua kali tidak terkecuali dalam dalam kasus perdata dan pidana, padahal secara teoritis 

ataupun ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan,  upaya hukum 

peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. 

Faktanya pernah terbit dua putusan peninjauan kembali dengan objek yang sama namun 

putusanya berbeda. Mulanya permohonan peninjauan kembali penggugat yang telah 

dikabulkan oleh majelis, kemudian dimohonkan kembali oleh Tergugat dan dikabulkan 

dengan putusan berbeda oleh mejelis yang berbeda pula. 

Padahal upaya hukum peninjauan kembali seharusnya menjadi upaya hukum terakhir 

yang putusanya bersifat pertama dan terakhir. Hal ini sesuai prinsip dalam persidangan, 

yang mangatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya guna menciptakan kepastian 

hukum (lites finiri oported). Selain itu jika adanya upaya hukum setelah adanya putusan 

peninjauan kembali, maka tidak akan ada penyelesaian atas suatu perkara dan cenderung 

berkepanjangan.  

Oleh karena itu, pembatasan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 

satu kali akan berimplikasi pada dimensi keadilan sehingga harus dikaji dari perspektif 

kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan peninjauan kembali kepada para pihak 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah unuk Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif 

kepastian hukum keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata 

yang diajukan kedua kal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan 

(Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus 

(Case Approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :  

Pengajuan upaya hukum peninajuan kembali lebih dari 1 (satu) kali, baik dalam perkara 

perdata maupun perkara pidana, adalah bertentangan dengan undang undang.   
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Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya 

kepastian hukum (rects zekerheids) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk 

mencegah maupun agar tidak menjadi berlaru-larutnya setiap perkara karena 

bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) di satu sisi bersifat 

positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan 

tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan 

menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" 

dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak. 

Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya 

kepastian hukum (rects zekerheids) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk 

mencegah maupun agar tidak menjadi berlaru-larutnya setiap perkara karena 

bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) di satu sisi bersifat 

positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan 

tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan 

menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" 

dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak”. Pembatasan 

ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya 

keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. 

Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya 

keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan 

eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan 

pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya 

maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Perkara Perdata, Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan 

Kembali (PK), Keadilan dan Kepastian Hukum 

 
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah unuk Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif 

kepastian hukum keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang 

diajukan kedua kal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang 

bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute 

approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case 

Approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :  

Pertama : Pengajuan upaya hukum peninajuan kembali lebih dari 1 (satu) kali, baik dalam 

perkara perdata maupun perkara pidana, adalah bertentangan dengan undang undang.  

Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya 

kepastian hukum (rects zekerheids) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk 

mencegah maupun agar tidak menjadi berlaru-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun 

setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) di satu sisi bersifat positif yaitu demi 

adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan tetapi, di sisi lainnya 

aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika 

dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian 

kesempatan mengajukan PK kepada para pihak. 

Kedua : Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi 

adanya kepastian hukum (rects zekerheids) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi 

untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlaru-larutnya setiap perkara karena 

bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) di satu sisi bersifat 

positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan tetapi, 

di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan 

menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan 

"kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak”. Pembatasan ini 

dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan 

pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. Peluang 

pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya keadilan, juga 

telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses 

pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur 

pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Civil Cases, Extraordinary Legal Remedies, Judicial Review (PK), 

Justice and Legal Certainty 

 
The purpose of this thesis research is to examine and analyze the perspective of legal 

certainty of justice against legal efforts to review civil cases filed both times. The type of 

research used is normative legal research which is prescriptive by using statutory approach 

(Statute approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case approach (Case 

Approach). From the results of the research conducted, it can be concluded that: 

First: Submission of legal action for review more than 1 (one) time, both in civil cases and 

criminal cases, is contrary to the law. Restrictions on PK in civil cases can only be done 

once for the sake of legal certainty (rects zekerheids) in essence, are formally legalistic and 

for the sake of preventing or preventing the protractedness of each case because after all 

every case must have an end (litis finiri oportet) in one The positive side is for the sake of 

uniformity and unification. However, on the other hand, such aspects and dimensions will 

substantially and gradually cause problems from the dimension of justice in the form of 

"fair legal certainty" and "equality in providing opportunities to submit PK to the parties. 

Second: Restrictions on PK in civil cases can only be made once for the sake of legal 

certainty (rects zekerheids) in essence are formally legalistic and for the sake of preventing 

or not protracting each case because after all every case must come to an end (litis finiri 

oportet) on the one hand is positive, namely for the sake of uniformity and unity 

(unification). However, on the other hand, such aspects and dimensions will substantially 

and gradually cause problems from the dimension of justice in the form of "fair legal 

certainty" and "equality in providing opportunities to submit PK to the parties". the desire 

of justice seekers to ask for justice to the highest court. The opportunity to submit PK more 

than once based on the goal, the creation of justice, has also been used by the losing party 

to delay the execution of court decisions. Thus it is necessary to regulate restrictions in the 

process of filing PK , both restrictions in the form of reasons for filing as well as time and 

procedures for filing in the provisions of the Civil Procedure Code 
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